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ABSTRAK

PENGARUH KELEMAHAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN,
KETIDAKPATUHAN PADA KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN,
DAN TINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN SESUAI
REKOMENDASI TERHADAP PERINGKAT DAN STATUS
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Oleh:
Komang Mila Dewi

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kelemahan sistem
pengendalian intern, ketidakpatuhan pada ketentuan perundang-undangan, dan tindak
lanjut temuan pemeriksaan sesuai rekomendasi terhadap peringkat dan status
penyelenggaraan pemerintah daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah
daerah kabupaten/kota Sumatera Selatan dengan sampelnya sebanyak 4 pemerintah
kota dan 8 pemerintah kabupaten selama 5 tahun. Data yang digunakan adalah data
sekunder yang berasal dari IHPS I dan II dari BPK Tahun 2013-2017 dan hasil
penetapan peringkat dan status pemerintah daerah Tahun 2013-2017 yang berasal dari
Kepmendagri. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif dan
regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kelemahan sistem
pengendalian intern secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap peringkat
dan status penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara variabel ketidakpatuhan
pada ketentuan perundang-undangan dan tindak lanjut temuan pemeriksaan sesuai
rekomendasi tidak berpengaruh signifikan terhadap peringkat dan status
penyelenggaraan pemerintah daerah.

Kata Kunci: Kelemahan sistem pengendalian intern, Ketidakpatuhan pada
ketentuan perundang-undangan, Tindak lanjut temuan pemeriksaan sesuai
rekomendasi, Peringkat dan status penyelenggaraan pemerintah daerah.
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ABSTRACT

THE INFLUENCE OF WEAKNESSES IN THE INTERNAL CONTROL
SYSTEM, NON-COMPLIANCE WITH STATUTORY PROVISIONS, AND
FOLLOW-UP ON EXAMINATION FINDINGS IN ACCORDANCE WITH

RECOMMENDATIONS ON RANKING AND STATUS OF LOCAL
GOVERNMENT IMPLEMENTATION.

By:
Komang Mila Dewi

This study aimed to examine the influence of weaknesses in the internal
control system, non-compliance with statutory provisions, and follow-up on
examination findings in accordance with recommendations on the ranking and
status of local government implementation. The population in this study was the
regency/city government of South Sumatra with a sample of 4 city’s governments
and 8 regency governments for 5 years. The data used were secondary data from
IHPS I and 1I from BPK 2013-2017 and the results of ranking and status of local
governments in 2013-2017 from the Ministry of Home Affairs. The data analysis
techniques which were used were descriptive statistics and multiple linear
regression. The results of this study indicated that the weakness of the internal
control system partially had a significant negative influence on the ranking and
status of local government implementation. While the non-compliance variable in
the statutory provisions and follow-up on examination findings in accordance
with recommendations did not significantly influence the ranking and status of
local government implementation.

Keywords: Weaknesses in the internal control system, Non-compliance with
statutory  provisions, Follow-up of audit findings according to
recommendations, ranking and status of regional government administration.
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang Masalah

Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 pemerintah daerah diharuskan mengurus
dan mengatur sendiri urusan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Otonomi daerah mengharuskan pemerintah daerah meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, mengelola sumber daya daerah secara efisiensi dan
efektivitas, menyediakan pelayanan umum, meningkatkan daya saing daerah sesuai
dengan keunggulan yang terdapat pada daerah tersebut dan menciptakan ruang untuk
masyarakat ikut berpartisipasi dalam perubahan sistem pengelolaan keuangan
pemerintah daerah (Heriningsih, 2015).

Dalam strategi pemberdayaan pemerintah daerah perbaikan kinerja pemerintah
daerah menduduki posisi yang sangat penting untuk pelaksanaan otonomi daerah serta
mewujudkan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Dimana perbaikan
tersebut mengharuskan kepala daerah untuk melaporkan pertanggungjawaban
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah dan juga memberikan
pertanggungjawaban dalam akuntabilitas keuangan guna mencapai good governance
(Habibi, 2015).

Pemerintah dan masyarakat menilai permasalahan kinerja pemerintah telah
menjadi perhatian serius. Salah satu agenda prioritas reformasi birokrasi pemerintah

yaitu memperbaiki kinerja pemerintah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan



Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Meningkatnya kinerja pemerintah
daerah diharapkan dapat memberikan pelayanan yang maksimal untuk masyarakat, dan
pemerintah diharapkan dapat mengukur sejauh mana dampak dan manfaat dari hasil
kinerjanya yang telah dirasakan oleh masyarakat(Meiliana, 2011).

Kinerja pemerintah daerah tersebut dapat dinilai melalui Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) dan dilengkapi dengan Permendagri
Nomor 73 tahun 2009 mengenai Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Salah satu bentuk evaluasi pemerintah yaitu
dengan mencermati Nawacita Presiden Jokowi-Jusuf Kalla diawal kepemimpinannya:
"Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang
bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, membangun Indonesia dari pinggiran
dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan" (Hariyanti,
2018).

Kemendagri dengan program "good and clean government” melakukan
evaluasi atas prestasi dan kinerja pemerintah daerah secara nasional. Hasil evaluasi dan
penilaian kinerja pemerintah daerah tersebut ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri
melalui Kepmendagri tentang Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah secara Nasional. Berbagai sumber menyatakan bahwa pengukuran
kinerja Pemerintah Daerah harus mencakup pengukuran kinerja keuangan dan non
keuangan (Btarbutar, 2018).

Adapun fenomena yang terjadi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan

pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang penetapan



peringkat dan status Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dimana peringkat
pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Selatan dari tahun ke tahun
menunjukkan penurunan, dimana tabel 1berikut memberikan data tersebut.

Tabel 1.1 Peringkat dan Status Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

2014 2015 2016 2017
No Nama peringk peringk peringk Peringk
Pemda status at status at status at status at
1 Prov. 2,680 2,688 2,8200 2,876
Sumsel 2 (T) 9 5(T) 15 (M) 17 0(T) 13
3,030 3,136
2 | Kab.OKI |3 % 2 88 3(35)6 112 22%% 130
(M) (ST)
Kab. Muara 3068 3,111 3,1195 2,991
3 Enim 5 88 4 97 (ST) 122 0(T) 115
(ST) (ST)
. 30.72
T L B N N I - I - AR
Y (ST)
Kab. Musi 30.68 3,109 3,1996 2,941
5 Rawas 0 90 2 98 (ST 94 0(T) 146
(ST) (ST)
30.79 3,083
6 | Kab. Lahat 9 83 5 107 3’0‘?_7)4(8 158 222(;_?_3) 176
(ST) (ST)
28.62 3,0434
7 | Kab. Ol 153 2,914 ’ 2,879
5(T) 3 M 186 (ST) 172 4T 184
Kab. 29.10 2,894 2,8131(T 2,704
8 OKUT 5 (T) 137 4(T) 193 ) 275 5 (T) 283
24.88 2,887 2,9876 2,891
9 | Kabh. OKU 257 ' 200 ' 201 ' 175
7(T) 1(T) (T) 1(T)
Kab. 27.39 2,882 2,7696 2,704
10 OKUS 8 (T) 189 4(T) 202 M 290 5 (T) 280
30.72
Kab. 7 2,9786 2,865
1 Banyuasin | (ST) 86 i i ©) 206 5(T) 191
26.62
Kab. Empat 2,8922 2,803
12 Lawang 3(T) | 212 - - ™ 242 A0 |




13 E?tt)%klingg ig(%g % |0 | = 2'?T7f1 66 232% 80
au (ST)
IR EIEEE
o |58 s 28] |2 | e [22]
B ) P Py R T R P

Sumber :Kepmendagri Nomor 800-35 Tahun 2016, Kepmendagri Nomor 120-10421 Tahun 2016,
Kepmendagri Nomor 100-53 Tahun 2018, Kepmendagri Nomor 118-8840 Tahun 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa status kinerja penyelenggaraan pemerintah
daerah di Sumatera Selatan terus menerus menunjukkan kinerja dengan status yang
tinggi, namun untuk peringkat mengalami penurunan. Penurunan peringkat kinerja
pemerintah daerah kabupaten\kota berbanding lurus dengan penurunan peringkat
kinerja pemerintah provinsi Sumatera Selatan. Penurunan peringkatini menunjukkan
bahwa masih rendahnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di
Kabupaten/kota Sumatera Selatan. Dari tahun 2014 sampai dengan 2017 penurunan
peringkat terjadi pada kabupaten/kota diantaranya kabupaten OKI awalnya berada pada
peringkat 98 menjadi peringkat 130, kabupaten Musi Banyuasin peringkat 86 menjadi
peringkat 200, Kabupaten Musi Rawas peringkat 90 menjadi peringkat 146, kabupaten
Lahat peringkat 83 menjadi peringkat 176, kabupaten Ogan lIlir peringkat 153 menjadi
peringkat 184, kabupaten OKUT peringkat 137 menjadi peringkat 283, untuk kota

Lubuk Linggau dari peringkat 26 menjadi peringkat 80.



Salah satu cara agar terciptanya pemerintahan daerah yang baik yaitu dengan
adanya pemeriksaan keuangan oleh BPK. Hasil pemeriksaan oleh BPK terkait
pengelolaan keuangan daerah nantinya akan dilaporkan pada DPRD. Hasil
pemeriksaan tersebut berupa temuan terkait kelemahan sistem pengendalian intern, dan
ketidakpatuhan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta tindak lanjut
temuan pemeriksaan sesuai rekomendasi.

Adanya sistem pengendalian intern yang efektif diharapkan dapat berpengaruh
terhadap hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Pelaksanaan evaluasi dan
penilaian Kkinerja pemerintah daerah dilakukan agar setiap daerah mampu
meningkatkan kinerjanya sehingga diharapkan menjadi bahan penilaian yang lebih
baik untuk kedepannya.

Selain itu auditor juga perlu melakukan pemeriksaan terkait kepatuhan terhadap
ketentuan perundang-undangan karena dalam laporan keuangan tidak hanya meyakini
bahwa telah disajikan secara benar dan sesuai, namun perlu memperhatikan
relevansinya terhadap ketentuan perundang-undangan. Apabila pemerintah daerah
tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang sudah dibuat oleh pemerintah
pusat maka pemerintah daerah akan kurang produktif dalam kinerjanya sehingga akan
mempengaruhi hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah (Arifianti, Payamta,
& Sutaryo, 2013).

Suatu pemeriksaan dan penilaian dapat dikatakan efektif bukan hanya karena
perencanaan yang baik, tetapi ditentukan juga karena auditor internal mengajukan

rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan (Arifianti, Payamta, & Sutaryo,2013).



Dalam masalah ini hubungan yang baik antara pihak manajemen dan auditor sangat
dibutuhkan. Pihak auditor harus bisa memberikan suatu rekomendasi yang tepat dan
juga realistis kepada pihak manajemen, dan pihak manajemen diharuskan bisa
melaksanakan rekomendasi yang diajukan oleh auditor dengan tepat sesuai dengan apa
yang telah direkomendasikan sebelumnya. Dengan adanya rekomendasi tersebut
diharapkan pemerintah daerah dapat menindak lanjut temuan audit dan meningkatkan
Kinerjanya sehingga diharapkan akan berpengaruh terhadap hasil evaluasi
penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih baik.

Secara umum belum banyak penelitian tentang peringkat dan status
penyelenggaraan pemerintah daerah karena kebanyakan peneliti lebih tertarik untuk
meneliti variabel kinerja pemerintah daerah. Penelitian ini merupakan pengembangan
dari penelitian Arifianti, Payamta, & Sutaryo (2013), Hendrianto, Fauziah, & Ethika
(2015), dan Daud & Rohman (2018). Perbedaan penelitian ini dari penelitian
sebelumnya adalah tahun penelitian, jumlah sampel, variabel yang digunakan dan juga
wilayah yang akan diteliti.

Penelitan sebelumnya terkait dengan peringkat dan status penyelenggaraan
pemerintah daerah dilakukan oleh (Daud & Rohman, 2018) meneliti mengenai analisis
pengaruh diskresi akrual dan kemampuan keuangan daerah terhadap peringkat dan
status kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Hasilnya menunjukkan secara
parsial diskresi akrual berpengaruh positif signifikan dan kemampuan keuangan daerah
tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peringkat dan status penyelenggaraan

pemerintah daerah.



Penelitian lain terkait kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan
oleh Hendrianto, Fauziah, & Ethika (2015) tentang pengaruh pemeriksaan dan
pengawasan keuangan daerah terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah,
hasilnya penelitian menunjukkan bahwakelemahan sistem pengendalian intern,
ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, tindak lanjut temuan sesuai
rekomendasi dan fungsi pengawasan DPRD tidak dapat memberikan pengaruh yang
signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota di
Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh
masyarakat berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya belum mengkaji lebih
jauh  mengenai lemahnya sistem pengendalian intern pemerintah daerah,
ketidakpatuhan pada ketentuan perundang-undangan, dan tindak lanjut temuan
pemeriksaan sesuai rekomendasi sebagai faktor yang dapat mempengaruhi peringkat

dan status penyelenggaraan pemerintah daerah.

1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan pembahasan dalam latar belakang yang telah dikemukakan, maka
dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :
1. Apakah kelemahan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap peringkat

dan status penyelenggaraan pemerintah daerah ?



2. Apakah ketidakpatuhan pada ketentuan perundang-undangan berpengaruh
terhadap peringkat dan status penyelenggaraan pemerintah daerah ?
3. Apakah tindak lanjut temuan pemeriksaan sesuai rekomendasi berpengaruh

terhadap peringkat dan status penyelenggaraan pemerintah daerah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas ,maka tujuan
penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh kelemahan sistem pengendalian intern
terhadap peringkat dan status penyelenggaraan pemerintah daerah.

2. Untuk menguji secara empiris pengaruh ketidakpatuhan pada ketentuan
perundang-undangan terhadap peringkat dan status penyelenggaraan pemerintah
daerah.

3. Untuk menguji secara empiris pengaruh tindak lanjut temuan pemeriksaan sesuai

rekomendasi terhadap peringkat dan status penyelenggaraan pemerintah daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
Diharapkan hasil penelitian dapat memperluas literatur tentang fenomena
pengaruh kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan pada ketentuan
perundang-undangan, dan tindak lanjut temuan pemeriksaan sesuai rekomendasi

terhadap peringkat dan status penyelenggaraan pemerintah daerah, memberikan



pengetahuan, wawasan dan pengalaman serta dapat digunakan sebagai dasar penelitian

lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis :
a. Bagi Peneliti
Sarana untuk menambah dan meningkatkan pengetahuan, wawasan dan
pengalaman dalam menguji secara empiris pengaruh kelemahan sistem pengendalian
intern, ketidakpatuhan pada ketentuan perundang-undangan dan tindak lanjut temuan
pemeriksaan sesuai rekomendasi terhadap peringkat dan status penyelenggaraan

pemerintah daerah.

b. Bagi Pemerintahan daerah
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan
pertimbangan bagi pemerintah pusat dalam pengambilan keputusan dari hasil audit

BPK atas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

c. Bagi Fakultas Ekonomi
Sebagai referensi keilmuan mengenai penyelenggaraan pemerintah daerah
khususnya pengaruh kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan pada
ketentuan perundang-undangan,dan tindak lanjut temuan pemeriksaan sesuai
rekomendasi terhadap peringkat dan status penyelenggaraan pemerintah daerah,
sebagai informasi dan dokumentasi data penelitian yang dapat dijadikan referensi

untuk penelitian selanjutnya.



1.5  Sistematika Penulisan
Penulisan skripsi ini terdiri dalam lima bab, dimana tiap-tiap bab akan disusun
secara sistematis sehingga menggambarkan hubungan antara satu bab dengan bab

lainnya, antara lain :

BAB | : PENDAHULUAN
Bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan
masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan yang merupakan kerangka

penulisan skripsi secara keseluruhan.

BAB Il : STUDI KEPUSTAKAAN

Bab ini menyajikan teori yang relevan dengan topik skripsi yang akan dijadikan
landasan dalam penulisan skripsi, sejumlah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan
penelitian sehingga mendukung proses penulisan skripsi, kerangka pemikiran serta

hipotesis.

BAB Il : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan oleh penulis
yang didalamnya membahas mengenai ruang lingkup penelitian, rancangan penelitian,
jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, definisi

operasional dan pengukuran variabel, serta teknik analisis data.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

10



Bab ini menjelaskan tentang hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian
mengenai pengaruh kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan pada
ketentuan perundang-undangan, dan tindak lanjut temuan pemeriksaan sesuai

rekomendasi terhadap peringkat dan status penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB V : PENUTUP
Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, keterbatasan dan
saran yang bermanfaat bagi berbagai pihak untuk pengembangan penelitian

selanjutnya.
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